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BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PERIZINAN TERINTEGRASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA TIMUR,

Menimbang : a bahwa  dengan  ditetapkannya  Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik, perlu ditetapkan Standar Operasional
Prosedur Pelayanan Perizinan Terintegrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan
Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Timur
tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kolaka Timur.,

Mengingat - 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013, tentang
Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi

Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3206);
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10.

11.

12,

13.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) scbagaimana telah diubah  dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5589); |

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran
Negard Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6215);

Peraturan Presiden Republik Indonesja Nomor 97
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2014 tentang pembentukan Produk Hukum
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib
Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu
di Linglkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor
3 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

15, Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor
18 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN
PERIZINAN TERINTEGRASI DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
KOLAKA TIMUR.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.

2. Daerah adalah daerah Kabupaten Kolaka Timur.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kolaka Timur.

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kolaka Timur yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah unsur
pelaksana pemerintah daerah di bidang penanaman modal, perizinan dan
non Perizinan.

5. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku
Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan
diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk
surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.

6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah
standar pelayanan perizinan yang mengatur tentarig prosedur baik dasar
hukum, persyaratan, mekanisme atau prosedur, ketentuan biaya serta
waktu pemrosesan suatu perizinan.

7. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single
Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha
yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri,
pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha
melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

8. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

9. lzin Prasarana Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS
untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau
bupati/wali kota bagi Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk
menjalankan usaha dan/atau kegiatan.
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10. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas
nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota
setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha
dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau
operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

11. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh
Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga,
gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin
Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan
memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

12. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan
Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.

13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya disebut
PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan,
dan pertambangan.

14. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disebut BPHTB
adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

15. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk
memperoleh keterangan status Wajib Pajak.

16. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib
Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.

17. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB I1
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pasal 2

(1) Standar operasional prosedur pelayanan perizinan terintegrasi pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka
Timur terdiri dari :

a. Pelayanan Perizinan;

b. Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Wajib Pajak
Daerah;

c. Tim Teknis; dan

d. Pengaduan Layanan.

Pasal 3

(1) Pelayanan Perizinan meliputi:
a. Izin Prasarana Usaha;
b. Izin Usaha;
¢. lzin Komersial/Operasional.
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(2) Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya
memuat:

a. Pendaftaran;
b. Biaya;

c. Waktu; dan
d. Komitmen.

(3) 1zin Prasarana Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. Izin Lokasi; '

b. lzin Lingkungan;
c. Izin Mendirikan Bangunan; dan
d. Sertifikat Laik Fungsi.

(4) lzin Prasarana Usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) mengacu pada
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria. Perizinan masing-masing
Kementerian.

(5) Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b mengacu pada Norma,
Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan masing-masing Kementerian.

(6) Izin Komersial/operasional sebagaimana dimaksud ayat {1) huruf c
mengacu pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan masing-
masing Kementerian.

(7) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a melalui Online Single
Submission (OSS).

(8) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (2] huruf b mengacu pada Peraturan
Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu.

(9) Waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf ¢ merupakan tenggang
waktu proses perizinan dimulai dari penerimaan berkas yang dianggap
benar dan lengkap hingga notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen
melalui Online Single Submission.

(10)Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan
persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha guna mengefektifkan
izin prasarana usaha, izin usaha dan izin komersial/operasional.

(11)Standar Operasional Prosedur pelayanan perizinan tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

(1) Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Wajib Pajak Daerah
meliputi:

a. Konfirmasi Status Wajib Pajak;
b. Jenis Pajak Daerah;
c. Keterangan Status Wajib Pajak.

(2) Pemerintah Daerah melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sebelum memberikan layanan
publik tertentu.

(3) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. PBB-P2; dan
b. BPHTB.

{4) Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat {1) huruf c
dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi péndapatan daerah
setelah melalui proses Konfirmasi Status Wajib Pajalc.

e I T T
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{5) Standar Opérasional Prosedur Konfirmasi Status Wajib Pajnk‘ Terhadap
Pemenuhan Wajib Pajak Dacrah tercantum dalam [ampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal §

{1) Tim teknis meliputi:
a. Alur Kerja;
b. Mekanisme Kerja; dan
¢. Keanggotaan.

{2} Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki kewenangan u“tuk
memberikan pertimbangan teknis dalam rangka penerbitan T ekomendasl
perizinan dan nonperizinan. )

(3) Keanggotaan Tim Teknis ditetapkan melalui Keputusan Bupatt. .

{4) Alur Kerja dan Mekanisme Kerja Tim Teknis tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

{1) Pengaduan Layanan meliputi:
a. Tata cara pengaduan;
b. Batas waktu pemrosesan pengaduan; dan
c. Tindak lanjut Pengaduan.

{2) Tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) buruf a mencakup
mekanisme pengaduan mulai dari pendaftaran pengaduan hingga tindak
lanjut pengaduan.

{3) Batas waktu pemrosesan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1)
huruf b merupakan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian
setiap tahapan Kegiatan penanganan pengaduan.

(4) Tindak lanjut pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c
merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam penyelesaian
penanganan pengaduan.

(5) Tata cara pengaduan, Batas waktu pemrosesan pengaduan dan Tindak
lanjut pengaduan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan ini. :

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kolaka Timur
Nomor 53 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan

Perizinan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
dicabut dan dinyatakan tidak berlalu.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka
Timur.

Ditetapkan di Kolaka Timur
Pada tanggal, 05 September 2019

BUPATI KOLAKA TIMUR,

TTD

H. TONY HERBIANSYAH
Diundangkan di Tirawuta
pada tanggal, 05 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

TTD

EKO SANTOSO BUDIARTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
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: Peraturan Bupati Kolaka Timur
: 36 Tahun 2019

: 05 September 2019
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